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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak secara umum diartikan sebagai iuran wajib rakyat kepada negara yang dibayarkan dan dipungut langsung oleh pemerintah dengan bersifat keharusan dimana dinilai sebagai aspek kewajiban warga negara hampir di seluruh dunia. Pendapatan nasiobal terbesar Indonesia sebagian besar berasal dari penerimaan pajak dan digunakan oleh pemerintah untuk menunjang pembangunan ekonomi demi kesejahteraan kehidupan di dalam negara, dimana dana tersebut dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, milter dan lain-lain. Pajak sangat diandalkan untuk pembiayaan pembangunan dan penunjang stabilitas dan kemajuan pembangunan suatu negara. Pemerintah senantiasa berusaha untuk meningkatkan penerimaan pajak baik melalui kebijakan maupun sanksi yang diberlakukan kepada masyarakat agar patuh dan memenuhi kewajibannya. Masih terdapat beberapa kendala terkait tingkat kepatuhan wajib pajak yang tentunya menjadi bagian dari tugas Direktorat Jenderal Pajak yaitu terdapat wajib pajak badan serta orang pribadi yang masih belum patuh untuk menjalankan kewajiban perpajakannya sehingga kepatuhan wajib pajak perlu ditingkatkan kembali upaya meningkatkan target pajak yang tinggi seperti yang diinginkan.


Perekonomian di Indonesia di dominasi oleh kegiatan usaha yang berkala pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
 Pasal 1 yang berbunyi “Usaha Mikro Kecil Menengah adalah usaha produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan dan badan usaha yang bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung” dan bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam membangun perekonomian nasional yang berdasarkan demokrasi dan ekonomi yang berkeadilan. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa banyak masyarakat yang lalai dalam membayar pajak dikarenakan berbagai faktor yaitu: (1) kurangnya sanksi tegas yang berlaku dan pendapatan yang dipotong tanpa alasan jelas, (2) masyarakat enggan membayar pajak secara offline dikarenakan dengan lokasi setor pajaknya yang terlalu jauh. Berdasarkan fenomena diatas, dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang selalu di hadapi oleh pemerintah adalah tingkat kepatuhan wajib pajak. Menurut  Mulyadin & Anasta (2024) kepatuhan wajib pajak adalah suatu kondisi yang mana Wajib Pajak bersedia secara mandiri untuk menjalankan kewajiban perpajakannya. Faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi pajak. Sanksi pajak merupakan suatu tindakan yang berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya itu tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau undang-undangan tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati, dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan suatu alat untuk 

pencegahan agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Setiawati, 2020). Menurut Imania (2022) kesadaran wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak mengetahui tentang tugas dan tanggung jawab masing-masing terhadap ketentuan perpajakan yang telah berlaku. Semakin tinggi sikap wajib pajak terhadap pemungutan pajak, maka semakin tinggi pula konsistensi kewajibannya, cenderung dianggap bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak dalam pemungutan pajak, maka semakin tinggi pula konsistensi wajib pajak dalam membayar pajak.

Balikpapan merupakan salah satu kota yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang pesat di Kalimantan Timur. Dengan adanya dukungan dari pemerintah daerah, banyak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berkembang di kota ini. UMKM di Balikpapan memiliki peran penting dalam menyokong perekonomian lokal dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah sektor ekonomi yang terdiri dari bisnis berskala kecil yang memiliki peranan krusial dalam perekonomian Indonesia. Menurut data dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Balikpapan, terdapat lebih dari 12.000 UMKM yang beroperasi di berbagai bidang seperti perdagangan, jasa, dan produksi. UMKM memainkan peran vital sebagai motor penggerak ekonomi lokal, penyedia lapangan kerja, dan faktor penting dalam pengurangan kemiskinan (Dinas Koperasi dan UMKM Kota Balikpapan, 2023).

Pertumbuhan UMKM di Balikpapan cukup pesat sehingga kepatuhan wajib pajak menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan keberlangsungan usaha-usaha yang ada di Balikpapan. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM adalah salah satu aspek penting dalam mendukung keberlangsungan fiskal negara. Kepatuhan ini merujuk pada kesediaan dan ketepatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pemahaman terhadap aturan perpajakan, sanksi yang diterapkan bagi pelanggaran, dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh otoritas perpajakan. Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2017 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak, kepatuhan yang tinggi diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara yang pada akhirnya berkontribusi pada pembangunan nasional. Pertumbuhan jumlah UMKM yang cukup banyak, terdapat masalah dalam hal pemenuhan wajib pajak oleh UMKM diantaranya disebabkan adanya keterbatasan pengetahuan kewajiban yang semestinya ditanggung, dugaan akan mengalami kesulitan untuk menjalankan proses administrasi, serta terbatasnya pemahaman atas jumlah kontribusi yang semestinya dipenuhi. Gunadi (2005) memaparkan materi Paradigma Kepatuhan (Cooperative Compliance) bahwa kepatuhan kooperatif/cooperative compliance merupakan kepatuhan yang memerlukan kerja sama antara pihak pemerintah, Wajib Pajak (WP) dan masyarakat. Semakin baik hubungan antara WP dengan instansi pemerintah, yang dibangun dengan cara memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, maka kepercayaan masyarakat pun akan tumbuh dan meminimalisir timbulnya sengketa. Bentuk sistem kepatuhan yang kooperatif maka akan terbentuk transparansi antara data yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dengan data yang dimiliki oleh WP. Berikutnya, Joko Wiyono (2019) memaparkan Pengawasan Kepabeanan dan Cukai. Beliau menyampaikan konsep-konsep kepabeanan serta fungsi Direktorat Jenderal Pajak yang di antaranya sebagai Revenue Collector, Trade Facilitator, Industrial Assistance dan Community Protector. Pengawasan atas arus keluar-masuk barang dari dan/atau ke dalam Daerah Pabean harus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta harus dipastikan bahwa barang-barang tersebut masuk melalui jalur resmi yang telah ditetapkan dalam rangka menegakkan Undang-undang Kepabeanan dan Cukai.

Benedictus Raksaka Mahi memaparkan Pengawasan terhadap Kebijakan. Beliau menyampaikan apa saja tugas, fungsi serta kewenangan Komite Pengawas Perpajakan sebagai salah satu pengawas pelaksanaan dan penyusunan kebijakan perpajakan. Dalam melakukan pengawasan peraturan dan kebijakan perpajakan, Komite Pengawas Perpajakan menggunakan dua jenis pengawasan, yaitu secara preventif dan kuratif. Cara preventif adalah dimana Komite tidak terlibat secara langsung secara formal dalam penyusunan peraturan, namun memberikan masukan atau saran terkait peraturan tersebut. Sedangkan cara kuratif yaitu kondisi dimana terdapat peraturan yang bertentangan dengan peraturan di atasnya dan/atau peraturan lain, peraturan tidak bertentangan tetapi tidak dilaksanakan, peraturan yang tidak dilaksanakan atau peraturan yang tidak memberikan keadilan maka Komite Pengawas Perpajakan dapat memberikan saran atau masukan untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi peraturan/kebijakan tersebut. Hasil saran atau masukan yang dituangkan dalam Surat Rekomendasi tersebut akan dilaporkan langsung kepada Menteri Keuangan. S.P. Sihombing (2020) menyampaikan mengenai Strategi dan Upaya Mewujudkan Masyarakat Sadar Pajak bahwa dalam mewujudkan dan meningkatkan masyarakat yang sadar pajak, ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan, yaitu membentuk sistem yang baik dimana terdapat peningkatan penyederhanaan sistem administrasi perpajakan (ease of administration) dalam menghitung, membayar dan melapor pajak. Selain membentuk sistem yang baik, juga diperlukan sosialisasi pajak yang menyeluruh dan merata, serta mendalam agar pengetahuan WP atas kewajiban perpajakannya dapat meningkat. Yang terakhir soal Advance Ruling System, dimana harus ada kepastian hukum yang jelas sehingga masyarakat memiliki dasar pijakan yang jelas. Dalam mewujudkan kepatuhan kooperatif dan masyarakat yang sadar pajak, diperlukan sinergi antara pemerintah dan masyarakat.
Tabel 1.1 Data kepatuhan pembayaran dan lapor SPT WP UMKM di kantor pelayanan wajib pajak (KPP) Pratama Balikpapan barat pada tahun 2022-2024

	Tahun
	Jumlah WP UMKM
	Jumlah Pembayaran PPh Final 

	2022
	2104
	8,546,831,513

	2023
	1446
	8,105,268,222

	2024
	1347
	8,576,224,034

	Total
	4897
	25,228,323,769


Sumber: Pusat Data dan Informasi KPP Pratama Balikpapan Barat, 2024

Salah satu contoh nyatanya terjadi di tahun 2023 mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM di Balikpapan adalah inisiatif edukasi dan sosialisasi perpajakan yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM. Program ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMKM tentang kewajiban perpajakan serta manfaatnya. Laporan berita mengungkapkan bahwa banyak UMKM mulai mendaftar dan memenuhi kewajiban pajak setelah mengikuti program tersebut, yang menunjukkan peningkatan tingkat kepatuhan pajak di kalangan usaha kecil (Kaltim Post, 2023). Tingkat pemahaman wajib pajak menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan untuk mendorong kepatuhan yang lebih tinggi. Tingkat Pemahaman Wajib Pajak merupakan salah satu variabel penting yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pemahaman wajib pajak merujuk pada sejauh mana wajib pajak mengetahui, memahami, dan mengimplementasikan aturan perpajakan dalam kegiatan bisnisnya. Semakin tinggi tingkat pemahaman ini, diharapkan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Agustina Putri (2018), peningkatan pemahaman wajib pajak berbanding lurus dengan peningkatan kepatuhan perpajakan.

Sanksi Perpajakan juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sanksi Perpajakan merupakan alat yang digunakan oleh otoritas pajak untuk menegakkan kepatuhan wajib pajak. Contoh kasus di Balikpapan, seperti yang dilaporkan oleh Kaltim Post, menunjukkan bahwa banyak UMKM yang sebelumnya tidak patuh mulai memperbaiki pelaporan pajak mereka untuk menghindari denda. Ini menggambarkan bahwa penerapan sanksi yang efektif dapat mendorong pelaku UMKM untuk lebih memperhatikan kewajiban perpajakan mereka (Kaltim Post, 2023). Sanksi ini dapat berupa denda, bunga, atau sanksi pidana yang diterapkan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sanksi perpajakan dimaksudkan untuk mendorong wajib pajak agar lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka. Penelitian oleh Wijaya (2022) dalam menunjukkan bahwa sanksi perpajakan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. 

Kualitas pelayanan sebagai salah satu variabel lainnya yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Kualitas pelayanan yang diberikan oleh otoritas perpajakan juga berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kualitas pelayanan ini mencakup kecepatan, ketepatan, dan kenyamanan layanan yang diberikan kepada wajib pajak. Menurut Philip Kotler & Kevin Lane Keller (2016) dalam kepuasan konsumen dapat tercipta jika produk atau layanan yang didapatkan bergantung pada penilaian konsumen terhadap pelayanan yang diberikan apakah sesuai bahkan melebihi ekspektasi atau harapan konsumen atau tidak. Penelitian oleh Ayu Eka Septyani et al (2020) dalam menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan yang tinggi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Ketiga variabel tersebut, yaitu tingkat pemahaman wajib pajak, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan, telah digunakan oleh beberapa peneliti sebelumnya untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Simanjuntak et al (2025) menunjukkan bahwa ketiga variabel ini memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, penelitian oleh Sari (2017) juga menegaskan bahwa pemahaman wajib pajak, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan adalah determinan utama dalam kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan hasil beberapa peneliti terdahulu yang telah dipaparkan di atas, ada beberapa penelitian yang menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Peneliti memiliki tujuan untuk mengetahui lebih lanjut apakah pemahaman wajib pajak sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sedangkan belum semua wajib pajak akan sadar dan paham terhadap kewajibannya, apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, selain itu penulis ingin mengetahui apakah kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang dapat menguntungkan dari segi pengetahuan dalam usaha. Maka dari itu, wajib pajak lebih baik mematuhi peraturan dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan objek yaitu UMKM di kota Balikpapan. Peneliti menggunakan UMKM di kota Balikpapan sebagai objek karena kota ini mengalami pertumbuhan UMKM yang pesat dan adanya inisiatif pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan pajak serta kualitas layanan perpajakan. Balikpapan, sebagai salah satu pusat ekonomi di Kalimantan dengan peningkatan jumlah UMKM, memerlukan pemahaman mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak. Terlebih lagi, Pemerintah Kota Balikpapan telah meluncurkan berbagai program digital untuk pelayanan pajak dan mulai menerapkan sanksi yang lebih tegas terhadap pelanggaran pajak (Ajie Chandra, 2024).
Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan diatas, maka penelitian ini mengangkat judul “Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib  Pajak UMKM Kota Balikpapan.”
1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti mengidentifikasikan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Tingkat Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib pajak UMKM di kota Balikpapan?
2. Apakah Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib pajak UMKM di kota Balikpapan?
3. Apakah Kualitas Pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib pajak UMKM di kota Balikpapan?
1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib pajak UMKM di Kota Balikpapan. 
2. Untuk menganalisis pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap kepatuhan Wajib pajak UMKM  di Kota Balikpapan.

3. Untuk menganalisis pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap kepatuhan Wajib pajak UMKM di Kota Balikpapan.
1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 
1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberi wawasan baru serta pengetahuan untuk menambah kemampuan penulis dalam hal mengenai Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

2. Manfaat Praktik

Hasil dari penelitian ini diharapkan bagi pemilik UMKM di kota Balikpapan untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, diharapkan pelaku wajib pajak UMKM dapat termotivasi untuk tetap mempertahankan usaha yang dimiliki, agar dapat dimanfaatkan dikemudian hari.
BAB II
KAJIAN PUSTAKA
2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Atribusi 

Teori ini menjelaskan bahwa ketika individu mengamati perilaku seseorang, individu tersebut berupaya untuk menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan secara internal atau eksternal (Robbin & Judge, 2015). Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada dalam kendali pribadi seseorang atau individu. Sedangkan, perilaku yang disebabkan secara eksternal merupakan perilaku yang dianggap sebagai akibat dari sebab-sebab luar yaitu individu tersebut telah dipaksa berperilaku demikian oleh situasi. Menurut Robbin & Judge (2015), apakah perilaku disebabkan secara internal atau eksternal dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor yaitu:

a. Perbedaan 
Perbedaaan merujuk pada apakah seseorang individu memperhatikan perilaku-perilaku yang berbeda dalam situasi-situasi yang berbeda. Apabila perilaku dianggap biasa maka perilaku itu disebabkan secara internal. Sebaliknya, apabila perilaku dianggap tidak biasa maka perilaku tersebut disebabkan secara eksternal. 

b. Konsensus 
Apakah semua individu yang menghadapi situasi yang sama memberikan respon yang sama. Apabila konsensus rendah, maka perilaku tersebut 
disebabkan secara internal. Sebaliknya, apabila konsensus tinggi maka perilaku disebabkan secara eksternal.

c. Konsistensi 
Konsistensi merujuk pada apakah individu selalu merespon dengan cara yang sama sepanjang waktu. Semakin konsisten perilaku, maka prilaku tersebut disebabkan secara internal. Sebaliknya, semakin tidak konsisten perilaku maka disebabkan secara eksternal. Teori atribusi ini cukup relevan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan. Kepatuhan Wajib Pajak dikaitkan dengan sikap Wajib Pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai orang lain sangat dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal orang lain tersebut.
2.1.2 Pajak

Pajak merupakan pendapatan yang diterima oleh negara dari individu atau entitas bisnis, yang dikenakan secara wajib dan tanpa adanya imbalan secara langsung. Menurut undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak didefinisikan sebagai kewajiban kontribusi kepada negara yang harus dipenuhi oleh individu atau perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pajak tidak memberikan timbal balik secara langsung kepada pembayar pajak, dan tujuannya adalah untuk mendukung kesejahteraan rakyat dan kepentingan negara sebesar-besarnya. 
Menurut Simanjuntak & Mukhlis (2012) pajak memiliki peran yang sangat signifikan sebagai sumber utama pendapatan negara yang berasal dari dalam negeri. Penyusunan anggaran negara dan membiayai pengeluaran negara, termasuk pembangunan dan pengeluaran rutin, pajak memiliki peran penting dalam menyediakan sumber pendapatan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan penerimaan pajak yang besar, diperlukan berbagai upaya yang dapat memperluas cakupan subjek dan objek pajak. Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013) pajak adalah salah satu sumber pendapatan yang diberikan kepada pemerintah oleh sektor swasta. Hal tersebut bukan karena pelanggaran hukum, tetapi merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Pajak yang dibayarkan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan sebanding, dan tujuannya adalah agar pemerintah menjalankan tugas-tugasnya dalam mengelola pemerintahan. Menurut Simanjuntak & Mukhlis (2012) juga mengemukakan pandangan serupa, yaitu bahwa pajak adalah pungutan yang menjadi hak istimewa pemerintah, yang didasarkan pada undang-undang, dan pemungutannya dapat diwajibkan kepada subjek pajak tanpa memberikan imbalan jasa secara langsung. 

Pajak dapat dianggap sebagai sumber pendapatan negara yang signifikan yang berasal dari kontribusi wajib dari masyarakat, yang bersifat wajib dan dan timbal baliknya tidak dapat dirasakan secara langsung. Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, subjek pajak mencakup individu, warisan yang masih belum dibagi, badan, dan bentuk usaha tetap. 

a. Orang pribadi sebagai Subjek Pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan. 

b. Badan merupakan sekelompok individu yang memiliki modal untuk menjalankan aktivitas usaha, baik dengan tujuan mencari laba, dan dapat mencakup berbagai bentuk entitas seperti perseroan terbatas, perseroan komanditer, atau entitas bisnis lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan struktur yang berbeda, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau entitas serupa, serta lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya, termasuk reksadana. Bentuk usaha tetap dianggap sebagai subjek pajak yang terpisah, meskipun perlakuan pajaknya mungkin serupa dengan subjek pajak badan. Dalam hal pengenaan Pajak Penghasilan, bentuk usaha tetap memiliki status eksistensinya sendiri dan tidak digolongkan sebagai badan.

c. Subjek pajak tidak memperhatikan nama dan bentuk suatu badan, sehingga setiap unit tertentu dari badan Pemerintah, seperti lembaga, badan, dan sebagainya yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan merupakan Subjek Pajak. Contohnya Badan Usaha Milik Negara dan Daerah merupakan termasuk kedalam subjek pajak dikarenakan atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan.

Unit tertentu yang berasal dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria berikut tidak termasuk sebagai Subjek Pajak, yaitu: 

1. Dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

2. Dibiayai dengan dana yang bersumber dari APBN atau APBD; 

3. Penerimaan lembaga tersebut dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Daerah; dan 

4. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kepatuhan didefinisikan sebagai sikap tunduk atau patuh terhadap aturan. Dalam konteks perpajakan, kepatuhan perpajakan dapat diartikan sebagai ketaatan dan pelaksanaan ketentuan perpajakan secara disiplin. Kepatuhan wajib pajak menggambarkan situasi di mana Wajib Pajak menjalankan kewajiban dan hak perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu dilakukan pemeriksaan, investigasi mendalam, peringatan, atau ancaman serta penerapan sanksi hukum maupun administrasi (DPRRI, 2016). Safri Nurmantu (2005) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan sebagai suatu kondisi dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban mengatakan dan hak perpajakannya. Kepatuhan pajak (Tax Compliance) adalah Wajib Pajak mempunyai ketersediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman, dalam penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Aturan yang berlaku dalam pajak yaitu Undang-Undang Perpajakan. Jadi, kepatuhan pajak dapat diartikan sebagai suatu kepatuhan seseorang, dalam hal ini adalah Wajib Pajak terhadap Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/12, wajib pajak yang patuh adalah yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu. Kriteria tersebut adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut : 

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan. 

2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

3. Laporan keuangan di audit oleh Akuntan Publik atau Lembaga Pengawasan Keuangan Pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama tiga tahun berturut-turut. 

4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana perpajakan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu lima tahun terakhir.

Dalam penelitian ini, untuk mengukur variabel terikat, beberapa indikator kesadaran wajib pajak akan digunakan, antara lain:

a. Kepemilikan NPWP, yang menunjukkan kesadaran dan kepatuhan sebagai wajib pajak. 

b. Pelaporan SPT dan pembayaran pajak yang dilakukan tepat waktu, menunjukkan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban. 

c. Perhitungan pajak terutang dan kurang bayar. 

d. Perhitungan pajak terutang oleh wajib pajak yang mencerminkan kesadaran dan ketaatan mereka.

Kepatuhan wajib pajak menjadi hal yang sangat penting di Indonesia, dikarenakan sistem pajak di Indonesia menggunakan sistem Self Assestment, yaitu menghitung besaran pajak yang akan disetorkan atau dilaporkan sendiri. Penerimaan pajak akan semakin meningkat jika tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak meningkat. Untuk itu kepatuhan wajib pajak perlu ditingkatkan. Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi dari dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu yang berasal dari diri wajib pajak sendiri, sedangkan faktor eksternal merupakan yang berasal dari luar diri wajib pajak. Penerimaan pajak akan semakin meningkat jika tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak meningkat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Adi Ratno Pamuji et al (2014) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Faktor- faktor yang mempengaruhi tersebut adalah pemahaman perpajakan, pengawasan, dan sosialisasi. Jika pelaku UMKM memahami perpajakan dan mengetahui akan manfaat pajak, maka akan melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak. Untuk itu pihak pajak dapat melakukan dengan cara mengadakan sosialisasi untuk pemahaman tentang wajib pajak bagi UMKM meliputi perhitungan pajak, sanksi perpajakan, cara mengisi SPT, pelaporan pajak, dan penyetoran pajak, dengan adanya sosialisasi tersebut maka akan mudah bagi wajib pajak untuk melaporkan kewajibannya.
2.1.4 Pemahaman Wajib Pajak

Pemahaman menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan. Pemahaman Wajib Pajak merupakan salah satu variabel penting yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pemahaman wajib pajak merujuk pada sejauh mana wajib pajak mengetahui, memahami, dan mengimplementasikan dalam kegiatan perpajakan seperti membayar pajak dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) (Wardani & Kartikasari, 2020).  Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah rendahnya pemahaman mereka tentang peraturan perpajakan. 

Pemahaman yang baik mengenai peraturan perpajakan sangat penting untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak mengenai kewajiban perpajakan mereka (Setiyawan et al., 2020). Kesimpulannya, pemahaman yang mendalam mengenai Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 sangat krusial, karena semakin baik pemahaman wajib pajak tentang kewajiban dan peraturan perpajakan, semakin tinggi pula kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Sebaliknya, jika pemahaman wajib pajak rendah, maka kepatuhan mereka dalam membayar pajak juga akan rendah.

Wajib pajak dengan memahami dan mengerti tata cara dan ketentuan perpajakan, maka akan sangat berguna bagi penerimaan pajak negara. Pemahaman perpajakan merupakan salah satu faktor yang memengaruhi kepatuhan perpajakan terkait dengan kemampuan wajib pajak memahami peraturan perpajakan, dan kesediaannya untuk mematuhinya. Cahyani & Noviari (2019) menyatakan bahwa rendahnya pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan merupakan salah satu kelemahan dari wajib pajak UMKM pada saat ini. Kelemahan tersebut dapat memengaruhi wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan pemahaman peraturan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak maka akan memudahkan wajib pajak UMKM dalam melakukan perhitungan dan pembayaran pajak.
2.1.5 Sanksi Perpajakan

Sanksi pajak merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Menurut Mardiasmo (2018), sanksi perpajakan bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap norma-norma peraturan perpajakan. Undang-Undang perpajakan mengklasifikasikan sanksi menjadi dua kategori: sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi berupa pembayaran kompensasi kepada negara, termasuk bunga dan denda, dengan bunga yang dikenakan sebesar 2%. Sanksi pidana, di sisi lain, melibatkan hukuman atau penderitaan. Tujuan utama dari sanksi perpajakan adalah mendorong wajib pajak untuk mematuhi aturan perpajakan, sehingga mengurangi pelanggaran terkait keterlambatan pelaporan SPT. 

Jika terdapat sanksi pajak yang tegas maka wajib pajak UMKM dapat patuh dalam membayar pajak. Sanksi perpajakan adalah suatu tindakan dan hukuman yang memaksa wajib pajak untuk menaati ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Sanksi pajak adalah hukuman bagi wajib pajak yang tidak menaati peraturan perpajakan. Berdasarkan UU No. 16 tahun 2009 sanksi pajak dikenakan apabila wajib pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu, yang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Penyampaian SPT atau batas waktu perpanjangan surat pemberitahuan, dimana jangka waktu tersebut adalah sesuai dengan pasal 3 ayat 3 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan No. 28 Tahun 2007 yang berbunyi: 

1. Untuk surat pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa pajak.

2. Untuk Surat Pemberitahuan tahunan Pajak Penghasilan wajib pajak orang pribadi, paling lama 3 bulan sekali setelah akhir tahun pajak. 

3. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

Dalam undang-undang perpajakan terdapat dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Dengan adanya sanksi pajak diharapkan wajib pajak dapat patuh terhadap kewajibannya, dikarenakan dengan adanya sanksi pajak wajib pajak akan berfikir jika tidak patuh terhadap pajak maka akan dikenakan sanksi. Berikut merupakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan 2007, terdapat dua macam sanksi, yaitu : 
1. Sanksi Administrasi yang terdiri dari : 

a. Sanksi berupa denda 

Sanksi ini dikenakan karena pelanggaran administrasi oleh wajib pajak yang melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporannya. Jumlah denda bersifat tetap, tidak bertambah setiap bulannya dan tidak merubah pokok pajak. 
b. Sanksi berupa bunga 
Sanksi berupa bunga terjadi dikarenakan wajib pajak melakukan pembayaran pajak tidak pada waktunya. Sanksi ini dihitung saat tanggal jatuh tempo hingga saat dibayarkan oleh wajib pajak. Oleh karena itu, bila tidak dibayar maka jumlah bunga yang harus dibayar akan terus bertambah setiap bulannya. 
c. Sanksi berupa kenaikan 
Sanksi kenaikan merupakan sanksi yang paling ditakutkan oleh wajib pajak, dikarenakan wajib pajak yang telah melanggar ketentuan kewajiban yang diatur dalam peraturan akan dikenakan kenaikan jumlah pajak. Sanksi kenaikan dihitung dengan angka persentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang bayar.
2. Sanksi Pidana yang terdiri dari : 

a. Pidana Kurungan 

Sanksi ini bisa terjadi karena adanya tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan. Batas minimum hukuman adalah 3 (bulan) dan batas maksimum hukuman kurungan ialah 1 (satu) tahun. Wajib pajak yang terkena sanksi pidana kurungan adalah karena melakukan pelanggaran. 
b. Pidana Penjara 

Sanksi ini bisa terjadi karena adanya tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja. Sanksi ini ditujukan kepada wajib pajak yang telah melakukan contohnya menolak dilakukan pemeriksaan, menyalahgunakan tanpa hak NPWP/PKP. Wajib pajak yang dikenakan sanksi tersebut akan dikenakan denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 4 kali dari jumlah pajak terutang.
2.1.6 Kualitas Pelayanan Pajak

Kualitas pelayanan pajak adalah faktor utama yang menentukan kepuasan wajib pajak, dengan fokus pada pemberian layanan yang baik di kantor pajak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Leonardo Lesmana, 2018). Pengertian kualitas pelayanan Perpajakan menurut Devano & Siti Kurnia Rahayu (2006) adalah Kualitas pelayanan adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan dikantor Pelayanan Pajak sebagai upaya pemenuhan kebutuhan Wajib Pajak dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundangan, yang mana bertujuan untuk menjaga kepuasan Wajib Pajak yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Selain definisi yang dikemukakan oleh ahli, Peraturan Direktur Jenderal Pajak juga memiliki definisi tentang pelayanan perpajakan. Definisi pelayanan perpajakan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2014 yaitu Pelayanan Perpajakan adalah pelayanan yang diberikan oleh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
Menurut R. Enough Bhaktiar & Ridwan Harris (2020), indikator-indikator kualitas pelayanan pajak meliputi:
a. Reliability (Keandalan)
Kemampuan untuk memberikan layanan yang akurat dan konsisten dari awal tanpa kesalahan, serta memenuhi komitmen waktu yang telah disepakati.
b. Responsiveness (Ketanggapan)
Seberapa cepat layanan diberikan, termasuk waktu tunggu, jawaban atas pertanyaan, serta perhatian terhadap masalah, dan fleksibilitas dalam memenuhi kebutuhan pelanggan.
c. Assurance (Jaminan)
Sikap dan perilaku karyawan yang dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan.
d. Empathy (Empati)
Kemampuan perusahaan untuk memahami dan memperhatikan masalah pelanggan, memberikan perhatian pribadi, serta menjaga operasional layanan yang aman.

Pelayanan pajak merupakan pelayanan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang bertujuan untuk membantu Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pelayanan pajak termasuk dalam pelayanan publik atau pelayanan umum karena diselenggarakan oleh pemerintah untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak berorientasi pada keuntungan dan pelaksanaannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelayanan publik adalah segala kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan perundang-undangan. Dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, maka Direktorat Jenderal Pajak harus meningkatkan kualitas pelayanan pajak. Pelayanan pajak yang baik akan menimbulkan kenyamanan bagi Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan.
2.1.7 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) sebagai berikut : 

a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. 

b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah ini. 
c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini.

Untuk melakukan hak dan kewajiban perpajakan, terdapat dasar penilaian untuk menyetorkan dan melaporkan pajak penghasilan UMKM. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. 
1. Kriteria Usaha Mikro sebagai berikut : 
a. Memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 
b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). 
2. Kriteria Usaha Kecil sebagai berikut : 
a. Memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
3. Kriteria Usaha Menengah sebagai berikut : 
a. Memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
Pemerintah telah mengatur tarif tentang UMKM, yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Peraturan pemerintah tersebut merupakan pengganti dari PP Nomor 46 Tahun 2013 Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, yang mulai diberlakukannya pada 1 Juli 2018. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan bisnis UMKM, mendorong peran serta masyarakat dan pemahaman perpajakan. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 pasal 66 Tahun 2022 berisi bahwa wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto dari usaha tidak lebih dari 500 juta dalam setahun maka tidak terkena pajak, bahwa UMKM tidak perlu membayar Pph final 0,5%. Dikutip dari Direktorat Jenderal Pajak (2018), dengan diturunkannya tarif PPh final 1% menjadi 0,5% diharapkan UMKM dapat melaksanakan atau memenuhi kewajiban perpajakannya. Dan juga dengan diturunkannya tarif PPh final dapat membantu UMKM, karena tarif PPh lebih kecil diharapkan UMKM dapat mengembangkan usahanya dengan diturunkannya tarif PPh final tersebut. Dengan adanya aturan baru dimaksudkan agar UMKM ikut berperan dalam kegiatan ekonomi.
2.2 Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian penulis merujuk pada penelitian yang relevan dengan penelitian ini, dengan tujuan mengidentifikasi untuk menemukan perbandingan dan inspirasi yang baru. Diharapkan melalui penelitian terdahulu ini dapat membantu pelaksanaan dalam penelitian ini. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang telah peneliti rangkum sebagai bahan referensi, sebagai berikut :
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

	No
	Peneliti, Judul, dan
Tahun
	Variabel
	Hasil

	1.
	EfrieLSuryaHPerdana danDA.A.N.B  

Dwirandra 

PengaruhKKesadaranH 
WajibsPajak,J 

PengetahuanD 

Perpajakan,JdanESanksi 

PerpajakanEPadaK 

KepatuhanFWajibDPajak 

UMKME(2020) 


	Variabel independen : 

- Kesadaranywajibd Pajak 

- Pengetahuan Perpajakan 

- Sanksi Perpajakanh 

Variabelrdependen : 

- Kepatuhanrwajib pajak. 
	Berpengaruhrpositif danesignifikan



	2.
	AlpiniPaembonan, 

Mulyadi,sAnditIndrawati 

PengaruhrKesadarant 
PajakrdaneSanksirPajak 

TerhadapyKepatuhanh 

WajibtPajakeUMKMrDi 

KotarSamarindar(2019) 


	Variabelhindependen : 

· KesadarankPajak 

· SanksikPajak 

Variabelrdependen : 

· KepatuhanyWajib PajakuUMKM 

 
	Berpengaruhrpositif dantsignifikan 




Disambung ke halaman berikutnya
Tabel 2.2 Sambungan

	No
	Peneliti, Judul, dan
Tahun
	Variabel
	Hasil

	3.
	Krisma Adhi Triogi, Nur 

Diana, M. Cholid 

Mawardi 

PengaruhgKesadaran 

WajibtPajak, 

PemahamantPeraturan 

Perpajakan,rdanrSanksi PajaktTerhadap 

KepatuhaneWajibiPajak 

Orang Pribadi yang 

TerdaftarfditKpp 

PratamatMalangyUtara (2021)
	Variabel independen : 

- KesadaranuWajib Pajak 

· Pemahaman Peraturan 

Perpajakan 

· SanksiuPajak 

Variabeludependen :  

KepatuhantWajib PajakrOrangfPribadi
	Berpengaruhrpositif dantsignifikan 



	4.
	StefanikSiahaanfdan Halimatusyadiah 

PengaruhgKesadaran 

Perpajakan,fSosialisasi Perpajakan, Pelayanan 

Fiskus dan Sanksi 

PerpajakanhTerhadap 

KepatuhandWajib Pajak 

OrangdPribadi (2018) 
	Variabelfindependen : 

· Kesadaran 

Perpajakanh 

· Sosialisasi perpajakann 

· PelayananfFiskus 

· SanksifPerpajakan

Variabelrdependen : 

· Kepatuhanrwajib pajak Orang Pribadi 
	Berpengaruhrpositif dantsignifikan 



	5.

	RistrayPutriyAriesta danhLynagLatifah 

PengaruhyKesadaran 

WajibyPajak,tSanksi Perpajakan,tSistem 

Administrasi 

PerpajakantModern, PengetahuanuKorupsi, danuTaxtAmnesty terhadaptKepatuhan WajibyPajaktditKPP PratamatSemarang 

(2017) 
	Variabel independen : 

· KesadarantWajib Pajak

· SanksitPerpajakan 

· Sistem Administrasi 

   PerpajakantModern 

· Pengetahuanh Korupsi - TaxtAmnesty

Variabelgdependen : 

· KepatuhangWajib Pajak 
	Berpengaruhrpositif dantsignifikan 

 


Disambung ke halaman berikutnya

Tabel 2.2 Sambungan
	No
	Peneliti, Judul, dan
Tahun
	Variabel
	Hasil

	6.
	JanuaryDiorBrata, 

IsnayYuningsih,rAgus 

IwanyKesuma 

PengaruhyKesadaran 

WajibyPajak, 

PelayanantFiskus,tdan 

SanksigPajakyterhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukann KegiatangUsaha dan PekerjaanyBebas di 

Kota Samarinda 

(2017) 
	Variabeltindependen: 

· KesadarantWajib Pajak 

· PelayananrFiskus 

· SanksigPajak 

Variabelddependen:  

· KepatuhangWajib Pajak

Orang PribadigYang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebasgdi Kota 

   Samarinda 
	Berpengaruhrpositif dantsignifikan 

 

	7.
	Subarkah, Dewi 

Pengaruh Pemahaman,

Kesadaran, Kualitas Pelayanan,dan Ketegasan Sanksi terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak OP di KPP Pratama Sukoharjo. (2017)
	Variabel Dependen :

· Kepatuhan Wajib Pajak OP

Variabel Independen :

· Pemahaman Pajak

· Kesadaran pajak

· Kualitas Pelayanan

· Ketegasan Sanksi
	Berpengaruhrpositif dantsignifikan 



	8.
	Atarwaman 

Pengaruh Kesadaran Wajib

Pajak, Sanksi Pajak, dan

Kualitas Pelayanan Pajak

terhadap kepatuhan Wajib Pajak

Orang Pribadi

(2020)
	Variabel Dependen :

· Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Variabel Independen:

· Kesadaran wajib pajak

· Sanksi pajak

· Kualitas Pelayanan pajak
	Berpengaruhrpositif dantsignifikan 




Sumber: Penelitian Terdahulu, 2020
2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konsep penelitian pada dasarnya mengacu pada pemahaman atau penjelasan mengenai fenomena tertentu yang merupakan komponen utama dalam proses berpikir. Dalam penelitian ini, kerangka konsep mencakup teori-teori yang mendukung hubungan atau pengaruh antar variabel, dan dapat disertai dengan ilustrasi seperti yang ditunjukkan di bawah ini :




Gambar 2. 1 Kerangka Konsep

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2024

2.4 Pengembangan Hipotesis
2.4.1 Pengaruh Tingkat Pemahaman Pajak  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik UMKM 

Berdasarkan teori atribusi yang menjelaskan bahwa penyebab faktor perilaku kepatuhan wajib pajak melalui faktor internal yaitu pemahaman perpajakan. Pengetahuan dan pemahaman perpajakan menurut Wahyudi (2020) yaitu wajib pajak mengerti tentang kebijakan dan ketentuan perpajakan yang berlaku saat ini sehingga wajib pajak akan patuh untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Pemahaman akan peraturan perpajakan yang baik akan membantu dan mempermudah wajib pajak UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan adanya pemahaman terhadap peraturan perpajakan akan memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. karena semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat. 

Penelitian Cahyani & Noviari (2019) dan Sunarto & Yayuk Liana (2020), menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman wajib pajak meningkat terhadap peraturan perpajakan harus dilakukan oleh seluruh pihak-pihak yang terkait baik wajib pajak maupun aparat pajak sehingga kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Berdasarkan penjelasan diatas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

[image: image2.png]


 : Tingkat Pemahaman Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM di KPP Pratama Balikpapan Barat.
2.4.2 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik UMKM

Teori atribusi dijelaskan bahwa perilaku individu atau wajib pajak dapat dipengaruhi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar individu dan Sanksi pajak merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sanksi dibuat agar wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakannya. Kekhawatiran wajib pajak tersebut dapat meningkatkan wajib pajak dalam membayar pajak. Hal ini terjadi karena wajib pajak akan merasa takut oleh sanksi yang berat yang akan diterima jika melalaikan kewajibannya.

Berdasarkan hasil penelitian Rita J. D. Atarwaman (2020) Johny Subarkah & Maya Widyana Dewi (2017) yang menyebutkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

[image: image4.png]


 : Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan siginifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM di KPP Pratama Balikpapan Barat.

2.4.3 Pengaruh  Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik UMKM

Teori atribusi dapat dikaitkan dengan kualitas pelayanan. Hal ini disebabkan karena kualitas pelayanan merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pelayanan yang terjadi melalui interaksi antara wajib pajak dan petugas pajak akan memberikan kesan, sehingga wajib pajak akan menganggap pelayanan itu berkualitas ketika fiskus memberikan kesan yang baik terhadap wajib pajak. Apabila wajib pajak merasa pelayanan yang diberikan maksimal dan berkualitas maka akan berdampak pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak. 

Hal ini didukung oleh beberapa penelitian yang dilakukan oleh Rita J. D. Atarwaman (2020) Johny Subarkah & Maya Widyana Dewi (2017) yang telah membuktikan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas tersebut, maka hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

[image: image6.png]


 : Kualitas Pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM di KPP Pratama Balikpapan Barat.

2.5 Model Penelitian






Gambar 2. 2 Model Penelitian
Sumber: Diolah oleh peneliti, 2024

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Pengukuran Variabel dan Definisi Operasional 

3.1.1 Pengukuran Variabel

Menurut Sugiyono (2016) variabel adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah variabel independen (bebas) dan variabel dependen (terikat). Variabel independen adalah variabel yang menjadi sebab terjadinya atau terpengaruhnya variabel terikat, sedangkan variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Kedua variabel tersebut diidentifikasikan sebagai berikut : 

1. Variabel Independen (variabel bebas) (X1) yakni Pemahaman Pajak 
2. Variabel Independen (variabel bebas) (X2) yakni Sanksi Pajak
3. Variabel Independen (variabel bebas ) (X3) yakni Kualitas Pelayanan

4. Variabel Dependen (variabel terikat) (Y) yakni: Kepatuhan Pajak Wajib Pajak pemilik UMKM.
3.1.2 Definisi Operasional 

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini bersifat empiris kuantitatif sebagai penelitian yang dilakukan dengan membangun satu atau lebih hipotesis berdasarkan suatu struktur atau kerangka teori yang ada untuk kemudian diuji secara empiris (Hartono, 2017). Pengujian secara empiris di sini berarti diuji dengan menggunakan fakta yang objektif, diperoleh dengan hati-hati, benar-benar terjadi, dan tidak tergantung dari kepercayaan atau nilai-nilai peneliti maupun kepercayaan orang lain. Penelitian ini akan menganalisis pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik UMKM di Kota Balikpapan.

1. Pemahaman Pajak 

Pemahaman pajak adalah suatu proses bagi wajib pajak yang memahami dan mengetahui tentang perpajakan, lalu mengaplikasikan pengetahuan dan pemahaman tersebut dalam membayar pajak. Pemahaman perpajakan adalah suatu tindakan bagi wajib pajak yang memahami ketentuan umum tentang perpajakan, lalu diaplikasikan dengan membayar pajak. Adapun indikator pemahaman peraturan pajak yang digunakan untuk menyusun pertanyaan kuesioner yang dimodifikasi dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh  (Permata & Zahroh, 2022) sebagai berikut :
Tabel 3. 1 Pemahaman Pajak
	Variabel
	Indikator
	Sub Indikator

	Pemahaman Pajak


	Pemahaman cara hitung, membayar, dan melaporkan pajak secara mandiri


	1.Saya paham cara menghitung, membayar, dan melapor sendiri 

2.Saya mengetahui jangka waktu pengenaan pajak final UMKM adalah 7 tahun

	
	Pemahaman wajib pajak bahwa pajak merupakan penerimaan Negara
	1.Saya mengetahui bahwa pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan Negara terbesar 

2.Pajak yang dibayarkan dapat digunakan sebagai sumber pembiayaan oleh pemerintah

	
	Pemahaman peraturan batas pelaporan SPT
	1. Saya mengetahui batas waktu pelaporan SPT bagi usaha yang saya jalankan 

2.Saya mengetahui batas pembayaran pajak UMKM

	
	Pemahaman wajib pajak terkait kewajiban perpajakan.
	1.Saya mengetahui ketentuan terkait kewajiban pajak UMKM yang berlaku 

2.Tarif pajak yang berlaku saat ini sudah sesuai


Sumber: Permata & Zahroh (2022)
2. Sanksi Pajak 

Kepatuhan wajib pajak akan meningkat dengan diberikannya sanksi perpajakan yang tegas (Suyanto & Diana Alim Kholifah, 2015). Sanksi pajak adalah hukuman bagi wajib pajak yang tidak menaati peraturan perpajakan. Berikut merupakan indikator sanksi pajak yang digunakan untuk menyusun pertanyaan kuesioner yang dimodifikasi dari penelitian (Hantono & Sianturi, 2022):
Tabel 3. 2 Sanksi Pajak

	Variabel
	Indikator
	Sub Indikator

	Sanksi Pajak


	Keterlambatan melaporkan dan membayarkan pajak harus dikenai sanksi
	1.Keterlambatan melaporkan pajak harus dikenai Sanksi 

2.Bagi wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT dalam jangka waktu yang sudah ditentukan dikenakan sanksi administrasi

	
	Tingkat penerapan sanksi
	1.Tingkat penerapan sanksi dari yang ringan sampai berat 2.Tingkat penerapan sanksi dimulai dari adanya teguran untuk wajib pajak

	
	Sanksi digunakan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak
	1.Dengan adanya pemberian sanksi perpajakan membuat wajib pajak jera dalam keterlambatan membayar pajak 2.Sanksi yang diberikan untuk mengingatkan wajib pajak patuh terhadap peraturan yang berlaku

3.Pemberian sanksi pajak sangat diperlukan

	
	Penghapusan sanksi meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak
	1.Penghapusan sanksi tidak membuat wajib pajak jadi tidak patuh terhadap kewajibannya


Sumber: Hantono & Sianturi (2022)
3. Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan di kantor pelayanan pajak sebagai upaya pemenuhan kebutuhan Wajib Pajak dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundangan, yang mana bertujuan untuk menjaga kepuasan Wajib Pajak yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak (Devano & Siti Kurnia Rahayu, 2006). dalam mengukur kualitas pelayanan pajak peneliti menggunakan dimensi Service Quality (ServQual) menurut (Hardiansyah, 2011) yaitu : 1) Bukti Fisik (Tangibles); 2) Keandalan (Reliability); 3) Daya Tanggap (Responsiveness);  4) Keyakinan (Assurance); 5) Empati (Emphaty). 
Tabel 3. 3 Kualitas Pelayanan

	Variabel
	Indikator
	Sub Indikator

	Kualitas Pelayanan


	Tangible (Bukti Fisik)
	1.Sarana dan prasarana yang nyaman. 

2.Kelengkapan tersedianya peralatan yang berhubungan dengan administrasi pelayanan yang diberikan tersedia dengan baik. 

3.Petugas pajak berpenampilan rapi.

	
	Relliability (Keandalan)
	1.Kemampuan dalam menangani permasalahan Wajib Pajak sangat baik. 

2.Kecepatan petugas dalam melakukan jasa pelayanan telah sesuai dengan harapan Wajib Pajak. 

3.Petugas pajak memiliki ketelitian dalam memproses data Wajib Pajak.

	
	Responsiveness (Daya Tanggap)
	1.Kesigapan petugas pajak dalam merespon permintaan Wajib Pajak untuk menyelesaikan masalah, urusan perpajakan telah sesuai dengan harapan. 

2.Sikap petugas dalam menghadapi keluhan Wajib Pajak sangat baik. 

3.Tindakan yang diambil oleh petugas pajak sangat tepat dalam merespon keluhan permasalahan Wajib Pajak.

	
	Assurance (Jaminan)
	1.Wajib Pajak merasa sangat nyaman dengan petugas pajak. 2.Wajib Pajak merasa sangat aman saat melakukan transaksi perpajakan.

3.Petugas Pajak secara konsisten bersikap ramah terhadap Wajib Pajak.

	
	Empathy (Empati)
	1.Petugas pajak dalam melakukan proses pelayanan berkomunikasi dengan santun serta bersikap sopan. 

2.Tidak ada perbedaan dalam pelayanan yang diberikan petugas pajak kepada Wajib Pajak. 

3.Petugas pajak telah memberikan solusi dan penyelesaian atas permasalahan perpajakan Wajib Pajak.


Sumber: Zheithaml et al (2011)
4. Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM 

Kepatuhan perpajakan adalah wajib pajak yang menjalankan kewajibannya pajaknya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Adapun indikator kepatuhan pajak menurut (Erica, 2021) yang digunakan dalam variabel penelitian ini sebagai 
Tabel 3. 4 Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM

	Variabel
	Indikator
	Sub Indikator

	Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM 


	Wajib Pajak (WP) mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
	1.Saya mendaftarkan NPWP atas kemauan sendiri

	
	Menghitung pajak oleh wajib pajak sendiri
	1.Saya dapat melakukan perhitungaan pajak UMKM dengan benar 

2.Dengan adanya pemeriksaan pajak dapat mempermudah wajib pajak UMKM untuk membayar tepat waktu

	
	Membayar pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak
	1.Dengan kemudahan dalam membayar pajak dapat mendorong wajib pajak UMKM untuk membayar pajak tepat waktu 

2.Saya membayar pajak UMKM tepat waktu 

3.Dengan adanya tunggakan pajak hanya akan menambah beban bagi wajib pajak UMKM 4.Saya bersedia membayar kewajiban pajak serta tunggakan pajak UMKM

	
	Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) dilakukan sendiri oleh wajib pajak
	1. Saya mengetahui batas akhir pelaporan pajak UMKM


Sumber : Erica (2021)

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi merupakan keseluruhan unit atau individu dalam ruang lingkup (objek) yang diteliti dan masing-masing unit atau individu tersebut memiliki karakteristik yang sama (Hartono, 2017). Hal ini dapat mencakup seluruh hal termasuk benda-benda alam dan tidak hanya sekadar jumlah yang ada pada objek. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM yang telah tercatat pada KPP Pratama Balikpapan.
3.2.2 Sampel

Setelah menetapkan populasi yang akan digunakan, peneliti akan melakukan proses pengambilan sampel untuk mewakili populasi tersebut. Menurut Hartono (2017), sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti karena adanya sejumlah keterbatasan. Kriteria sampel yang baik adalah sampel yang memiliki sifat akurat dan presisi. Sampel yang akurat di sini berarti sampel yang tidak bias, sedangkan sampel yang memiliki presisi yang baik merupakan sampel dengan kesalahan pengambilan sampel (sampling error) yang rendah (Hartono, 2017).

Metode pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah purposive sampling yang didefinisikan oleh Hartono (2017) sebagai pengambilan sampel dari populasi dengan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan (judgment) atau jatah (quota) tertentu. Kriteria – kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Wajib pajak UMKM di Balikpapan yang telah terdaftar di KPP Pratama Balikpapan.

2. Wajib pajak UMKM sektor di Balikpapan Barat
Penetapan jumlah Sampel dalam penelitian ini dihitung menggunakan rumus Slovin. Berikut cara menghitung jumlah sampel menggunakan rumus slovin :

[image: image7.png]T 1IN ()2




Keterangan :

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

[image: image9.png]


= Batas toleransi kesalahan 10%

Berdasarkan rumus di atas, diperoleh data dari sampel ke populasi penelitian sebesar 4,897 jumlah wajib pajak orang pribadi yang tercatat di KPP Pratama Balikpapan Barat.

n = [image: image11.png]4.897
1+ 4.897 (0,1)2




n = [image: image13.png]4,897
1+4.897 (0,01)




n = [image: image15.png]4.897
49,97





n = 97,99

Sehingga, jumlah sampel yang digunakan dibulatkan sebesar 100 wajib pajak.


Dalam penelitian ini, digunakan skala Likert sebagai alat ukur data. Skala Likert berfungsi untuk menilai perasaan dan pendapat individu atau kelompok tentang berbagai peristiwa sosial. Berikut adalah skala Likert yang diterapkan dalam penelitian ini.
Tabel 3. 5 Skala Likert

	Skala
	Pilihan Jawaban

	1.
	Sangat Tidak Setuju (STS)

	2.
	Tidak Setuju (TS)

	3.
	Netral (N)

	4.
	Setuju (S)

	5.
	Sangat Setuju (SS)


3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Menurut Hartono (2017), data dapat dibagi ke dalam dua jenis, yaitu data arsip dan data primer. Data arsip merupakan data yang diperoleh dari catatan yang sudah ada. Sedangkan data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh oleh peneliti dengan cara mendistribusikan kuesioner langsung kepada objek penelitian. Sedangkan untuk sumber data sekunder diperoleh dari KPP Pratama Balikpapan xx berupa informasi mengenai jumlah WP UMKM sektor food and beverage yang berada di Kota Balikpapan.

3.3.2 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer. Sumber data yang digunakan sebagai acuan adalah data primer yang diperoleh oleh peneliti dengan cara mendistribusikan kuesioner langsung kepada objek penelitian yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Balikpapan Barat.
3.4 Metode Pengumpulan Data


Metode kuesioner tersebut disebarkan melalui beberapa cara yaitu: 

1. Penyebaran kuesioner dengan cara online dalam bentuk google form (gform). 
2. Penyebaran kuesioner yang dilakukan secara langsung atau face to face kepada wajib pajak. Pada kuesioner telah terdapat petunjuk pengisian untuk mempermudah responden dalam menjawab pertanyaan dan juga telah tersedia jawaban yang dibuat oleh peneliti. Kuesioner ini ditujukan kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Balikpapan Barat.

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Kuesioner terdiri atas 13 pernyataan yang berasal dari variable kesadaran wajib pajak 4 pernyataan, pemahaman perpajakan 3 pernyataan, sanksi perpajakan 3 pernyataan, dan kepatuhan wajib pajak 3 pernyataan. Adapun pernyataan dalam kuesioner menjelaskan pendapat responden dalam skala 1-5. Nilai skala ini menggunakan skala likert, seperti tabel dibawah ini:
Tabel 3. 6 Kriteria Penilaian
	Kriteria Penilaian
	Skor

	Sangat Setuju
	5

	Setuju
	4

	Netral
	3

	Tidak Setuju
	2

	Sangat Tidak Setuju
	1


3.5 Alat Analisis

Penelitian ini menggunakan sumber data primer. Sumber data yang digunakan sebagai acuan adalah data primer yang diperoleh oleh peneliti dengan cara mendistribusikan kuesioner langsung kepada objek penelitian yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Balikpapan Barat.
3.5.1 Metode Analisis Data


Metode analisis data yang diterapkan atau digunakan dalam penelitian ini adalah metode statistik Partial Least Square (PLS) yang diimplementasikan menggunakan program Smart-PLS ver. 4.0. Kelebihan Smart-PLS 4.0 adalah hanya membutuhkan sampel dalam jumlah terbatas dan tidak memerlukan data yang didistribusikan secara teratur. Kekurangan Smart-PLS 4.0 adalah tidak dapat ditentukan signifikansi statistiknya karena tidak mungkin diketahui secara pasti bagaimana data didistribusikan. Metode resampling (bootrapping) dapat digunakan untuk memperbaiki kekurangan ini. Baik model SEM dengan indikator formatif maupun model SEM dengan indikator reflektif dapat memiliki data yang di proses oleh alat pengolah data Smart-PLS 4.0. Alasan menggunakan metode ini adalah metode PLS sangat cocok digunakan dalam melakuan pengujian prediksi suatu hubungan antar variabel dalam model, dapat digunakan pada sampel penelitian yang berukuran kecil dan melakukan uji model penelitian yang dasar teorinya masih lemah, serta tidak mewajibkan data tersebut harus berdistribusi secara normal. Selain itu juga metode ini dapat menggabungkan analisis faktor dan metode regresi dalam satu teknik statistik (Hartono & Abdillah, 2015).
3.5.2 Teknik Analisis Data

3.5.2.1 Outer Model 

Outer model adalah model hubungan yang menjelaskan bagaimana setiap indikasi terhubung ke variabel laten yang sesuai. Ini juga menjelaskan keterkaitan antara variabel laten dan indikator lainnya. Uji yang dilakukan dalam outer model, antara lain:

1. Uji Validitas 
Uji validitas pada penelitian bertujuan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dapat dikatakan valid jika pertanyaannya dapat memberikan informasi tentang variabel yang akan diukurnya. Oleh karena itu, validitas berusaha untuk menentukan apakah pertanyaan kuesioner benar-benar dapat menangkap data yang diinginkan (Ghozali & Latan, 2012). Terdapat beberapa tahap pengujian yang akan dilakukan yaitu sebagai berikut:

a) Convergent Validity

Pengukuran uji konvergensi ini untuk menentukan apakah setiap soal tes dapat menilai seberapa erat keterkaitan dimensi variabel. Jika nilai outer loading suatu indikator untuk setiap variabel melebihi 0,7 maka dianggap memenuhi kriteria validitas konvergen dengan kategori baik. Namun, pembebanan 0,5 hingga 0,6 masih sesuai untuk penelitian ini (Ghozali, 2016).     
b) Discriminant Validity 
Dengan membandingkan nilai loading pada konstruk yang dimaksud harus melebihi nilai loading dengan konstruk lainnya, dapat diketahui apakah konstruk tersebut memiliki diskriminan yang sesuai, yaitu nilai faktor cross loading.
c) Average Variance Extracted (AVE)
Uji lain untuk mengevaluasi validitas konstruk adalah melalui Average Variance Extracted (AVE), yang memenuhi syarat jika nilai AVE dari setiap konstruk lebih besar dari 0,5.
2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas menggambarkan akurasi serta ketepatan dari pengukurnya (Hartono & Abdillah, 2015). Reliabilitas berkaitan dengan akurasi dan konsistensi pengukurnya. Suatu pengukur dapat dikatakan reliabel (dapat diandalkan) jika dapat dipercaya. Jika hasil dari pengukuran adalah akurat dan tepat maka pengukur tersebut sudah dapat dipercaya. Hasil yang konsisten harus memperlihatkan bahwa tidak ada perbedaan hasil ketika subjek yang sama diukur beberapa kali. Reliabilitas dievaluasi menggunakan koefisien cronbach alpha dan composite reliability. Nilai reliabilitas suatu konstruk dievaluasi dengan mengukur konsistensi setiap respons, yang dilakukan dengan Cronbach alpha. Jika nilai Cronbach alpha melebihi 0,7, itu dianggap baik, meskipun nilai sekitar 0,6 masih dapat diterima. Selain itu, composite reliability digunakan untuk menentukan nilai reliabilitas sebenarnya, composite reliability terlihat lebih akurat dalam 48 menentukan konsistensi internal konstruk. Nilai composite reliability > 0,7 dapat dikatakan baik, meskipun nilai 0,6 masih dapat diterima. Untuk menguji reliabilitas item, dapat menggunakan Reliability Analysis menggunakan SmartPLS Ver 4.0, dan memeriksa koefisien alpha. Selanjutnya, nilai cronbach alpha dan composite reliability akan ditinjau untuk mengevaluasi reliabilitas keseluruhan item dalam satu variabel.
3.5.2.2 Inner Model 

Model atau bentuk yang menggambarkan suatu keterkaitan antar variabel laten berdasarkan teori substantif, atau bisa juga dikatakan inner model merupakan penilaian melalui R-square untuk memprediksi korelasi antar konstruk dan signifikansinya dalam model penelitian (Yudaruddin, 2021). Pengukuran inner model menggunakan beberapa kriteria yaitu sebagai berikut:

1. Menurut Sugiyono (2014) koefisien determinasi (R2) square digunakan untuk mengetahui kemampuan variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikat. Dari koefisiensi determinasi tersebut (R2) dapat diperoleh suatu nilai guna mengukur besarnya sumbangan dari beberapa variabel X terhadap variasi naik turunnya variabel Y. Hasil dari nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas.
2. Path Coefisien (Koefisien Jalur) adalah angka yang mengevaluasi hubungan antara jalur dalam model struktural, yang diperoleh melalui proses bootstrapping, dan harus menunjukkan hasil yang signifikan. Pengukuran path coefficients dipakai untuk melihat kekuatan antar variabel satu terhadap variabel yang lainnya. Menurut Furadantin (2018) nilai path coefficients semakin mendekati nilai +1, hubungan kedua konstruk semakin kuat dan jika makin mendekati -1 maka hubungan tersebut bersifat negatif.
3. Relevansi prediksi (𝑄2). Apabila nilai 𝑄2 lebih besar dari nol, maka hal itu menunjukkan bahwa model yang diuji memiliki predictive relevance. Tetapi apabila nilai 𝑄2 di bawah nol, maka hal tersebut membuktikan bahwa model yang diuji tidak memiliki predictive relevance.
3.5.3 Pengujian Hipotesis 

Analisis full model structural equation modeling (SEM) yang komprehensif menggunakan Smart-PLS 4.0 digunakan dalam penelitian ini untuk menguji hipotesis. Melalui nilai perhitungan Path Coefisien dalam pengujian inner model dilakukan dengan maksud untuk menguji suatu hipotesis. Hipotesis dianggap diterima jika nilai T-statistik melebihi 1,96 (α 5%). Artinya, suatu hipotesis dapat dianggap diterima atau dikonfirmasi jika nilai T-statistik untuk masing-masing hipotesis lebih tinggi dari T-tabel.
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LAMPIRAN 

Lampiran  1: Kuesioner Penelitian 

PENGANTAR 
Sehubungan dengan penelitian yang akan saya lakukan pada bidang perpajakan dengan judul “Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik UMKM  Di Kota Balikpapan”.
Maka saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama


: Novianna Sijabat 

NIM


: 1901036200

Program Studi

: S1 Akuntansi

Perguruan Tinggi
: Univeristas Mulawarman Samarinda 

Pada kesempatan ini, Saya mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/I untuk meluangkan waktu dan bersedia menjadi responden dengan menjawab seluruh pernyataan yang telah disediakan. Penelitian ini digunakan untuk kepentingan penulisan skripsi saya, sehingga semua keterangan dan jawaban dari Bapak/Ibu/Saudara/I hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Jawaban yang Bapak/Ibu/Saudara/I berikan sangat besar sekali artinya untuk kelncaram penelitian saya. 

Demikian pengantar ini saya buat, atas perhatian serta bantuannya saya ucapkan terima kasih.









Hormat saya,




     Novianna Sijabat

Kuesioner Penelitian 
Bagian I : Data Responden 

1. Nama UMKM

:

2. Alamat UMKM 

:

3. Jenis Kelamin Responden
:

Laki-laki



Perempuan

4. Usia


≤ 30 Tahun
31 – 49 Tahun

≥ 50 Tahun

5. Pendidikan Terakhir 

SD


Sarjana (S1)

SMP


Pascasarjana (S2)

SMA / SMK

Pascasarjana (S3)

Diploma

6. Jenis Usaha 

Usaha Dagang

Lainnya : ___________________
Jasa

Manufaktur

7. Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Balikpapan Barat
Ya

 Tidak

Bagian II
: Petunjuk Pengisian Kuesioner 

1. Dimohon kesediaan bagi Bapak/Ibu/Saudara/I untuk menjawab setiap pertanyaan kuesioner dibawah ini dengan lengkap dan merupakan jawaban yang sebenarnya dengan memberikan tanda (dalam kolom yang telah disediakan. 
2. Setiap jawaban hanya diperkenankan 1 jawaban

3. Dibawah terdapat 13 pertanyaan yang berhubungan dengan kesadaran wajib pajak, pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Bagian III : Pengisian Kuesioner 

Keterangan:

· Sangat Tidak Setuju
(STS)

· Tidak Setuju

(TS)

· Netral


(N)

· Sangat Setuju

(SS)
1. Tingkat Pemahaman Perpajakan (X1)

	No
	Pertanyaan
	STS
	TS
	N
	S
	SS

	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Saya memahami dan mengetahui peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP 
	
	
	
	
	

	2. 
	Sebagai wajib pajak yang baik, saya mengetahui ketentuan umum dan tata cara pembayaran pajak di Indonesia 
	
	
	
	
	

	3.
	Pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan pembiayaan negara 
	
	
	
	
	


2. Sanksi Perpajakan (X2)

	No
	Pertanyaan
	STS
	TS
	N
	S
	SS

	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Pengenaan sanksi yang tegas bagi wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya 
	
	
	
	
	

	2. 
	Aparat pajak harus konsisten dengan peraturan yang telah ditetapkan 
	
	
	
	
	

	3.
	Wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan akan dikenakan sanski yang tegas sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku  
	
	
	
	
	


3. Kualitas Pelayanan (X3)

	No
	Pertanyaan
	STS
	TS
	N
	S
	SS

	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Sarana dan prasarana yang nyaman.
	
	
	
	
	

	2. 
	 Kemampuan dalam menangani permasalahan Wajib Pajak sangat baik.
	
	
	
	
	

	3.
	Kesigapan petugas pajak dalam merespon permintaan Wajib Pajak untuk menyelesaikan masalah, urusan perpajakan telah sesuai dengan harapan.
	
	
	
	
	


4. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

	No
	Pertanyaan
	STS
	TS
	N
	S
	SS

	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Melaporkan SPT tepat waktu sebelum tanggal jatuh tempo 
	
	
	
	
	

	2. 
	Tidak memiliki tunggakan apapun
	
	
	
	
	

	3.
	Tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan pidana dibidang pajak dalam jangka 5 tahun terakhir 
	
	
	
	
	


Tingkat Pemahaman Pajak 





Teori Atribusi





Sanksi Perpajakan 








Kualitas Pelayanan 





Kepatuhan Wajib Pajak 





Tingkat Pemahaman Wajib Pajak (X1)





H1





H2





Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik UMKM (Y)





Sanksi Perpajakan


 (X2)





H3





Kualitas Pelayanan 


(X3)
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